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ABSTRAK      :       

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang 

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di  

Komisi  Pemilihan  Umum,  Komisi  Pemilihan  Umum 

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang 

menyatakan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dapat 

melakukan penilaian mandiri atas maturita penyelenggaraan 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); dan dalam  

rangka  melaksanakan  penilaian  mandiri maturitas 

penyelenggaraan   SPIP   terintegrasi   sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu 

menetapkan Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri 

Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Seluma. 

b. Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, 

dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan  Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 

tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang Menjadi Undang- Undang; Undang-undang Nomor 7 

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah 

diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum Menjadi Undang-Undang; Peraturan Presiden Nomor 

60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 

Tahun 2019 tentang Tata  Kerja  Komisi  Pemilihan  Umum,  

Komisi Pemilihan Umum   Provinsi,   Komisi   Pemilihan   

Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 



Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, 

dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 

Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi,  

dan  Tata  Kerja  Sekretariat  Jenderal Komisi Pemilihan 

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 

Peraturan      Badan      Pengawasan     Keuangan      dan 

Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian 

Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah 

Daerah; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2023 tentang Penyelenggaraan   Sistem   Pengendalian   

Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum  Provinsi,     dan     Komisi     Pemilihan     

Umum Kabupaten/Kota; Keputusan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 981 Tahun 2025 Tentang Pedoman Teknis 

Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah Terintegrasi di Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota. 

c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma 

Tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri 

Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah Terintegrasi Pada Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Seluma. 

CATATAN            :        

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma 

ini  mulai sejak tanggal 02 Januari 2026. 

2. Lampiran 2 Hlm. 

 

 

 

 

 


